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DESENTRALISASI BIDANG PENDIDIKAN
DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh: Dayat Hidayat’

Salah Satu aspek vang mengalami perubahan sangat signifikan pada era oforomi daerah dan
desentralisasi adalah peran dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Bila di masa
lalu pemerintah pusat sangar berperan dolam menentukan herbagal kebijakan pendidikan
nasional. maka dewasa ini peran pemerintah pusaf lebih terfokus kepada penetapan kebijakan
strategis vang bersifat nasional Di fihak lain, hal-hal yang bersifat wknis dalam pengelolaan
pendidikan ditangani oleh daerah dengan titik berat pada tingkat KabupatenKota,

#

Pendahuluun

Implementasi Undang Undang MNomor
22 tahun 1999, vang telah merubah peraturan
perundangan  sebelumnya vakm Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1974, merupakan
galah satu hasil reformasi politk di [ndonesia
vang berlangsung scjak talun 1977
Diberlakukannya UU  tersecbut  telah
memberikan kewenangan pemerintah pusat
menjadi  berkuming secara  siginifikan
sementara  ilw  kewenangan Pemenntah
Dacrah memngkat dengan drastis. UU ini
juga telah memberikan kekuasaaan dan
kebebasan kepada Pemerintah Dasrah umtuk
menyelenggarakan  urusan-urusan  rumah
tangga. termasuk alokasi sumber dava
manusia, formulasi  kelembagaan, dan
penggalian potensi pembiayaan di dacrahnya
masing-masing.

Kehijakan otonomi  Daemh pada
dasammva dimaksudkan untuk mencapai
ujuan pemberian otonomi dacrah  dalam
peningkatan  pelayanan dan kesejahleraan
masyarakat yang semakin baik Selain itu
tentunya  vang  berhubungan  dengan
pengembangan kehidupan  demokrasi,
keadilan dan -pemerataan,  pemeliharaan
hubungan yang serisi antara pusat dan daerah
serta antar daerah dalam menjaga keutuhan
Negara Kesaman Republik Indonesia

Kebijakan otomomi dacmh juga telah
menjadikan  Kabupaten/Kota — memiliki
kewenangan yang sangal luas. Kewenangan
dnerah tersebut seperti yang tercantum dalam
pasal 7 ayat | UU No22 tahun 15999
mencakup kewenangan seluruh  bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan bidang
politik luar negeri, keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama seria kewenangan

*) Penelini padia PRDA | LAN dom Dosen pudis STId LAN Banding

57



Wectna Honena Vel 7 Nemor 2, Juni 2004 57 63

bidang lain. Adapun kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota seperti  wang  tercantum
dalam pasal 11 ayat (1);: Kewenangan Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota mencakup
semua  Kewenangan pemerintahan  selain
kewenangan yang dikecualikan dalam pasal 7
dan yang diatur dalam pasal 9. Sedangkan
pada ayat (2) dinvawakan: bidang
pemenimahan vang wajib dilaksanakan oleh
dacrah KabupatenKota meliputi pekerjaan
LTI, kesshatan, pendidikan dan
kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri
dan  perdagangan, penamaman  modal,
lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan
fenaga kena. Kewenangan vang lnas tersebuy
berakibat pula pada perubahan Kelembagaan,
Sumber Dava Manusia  (SDM), dan
Kenangan  serta  Sarana  dan  Prasarana
pendidikan,

Kewenangan dan kondisi Desentralisasi
Pendidikan

Pendidikan dan Kebudavaan termasuk

bidang pemerniahan yang wajib
dilaksanakann dalam olonomi  daersh.
Pendidikan, menurnst  Daeng  Sudirwo

(2001:55) merupakan “kunci keberhasilan
pmhanglman bangsa dan negara”. Demuikian
pentingnya pendidikan schingga pendidikan
dapat mengangkat harkat dan derajat suatu
bangsa Memiliki Sumber Daya Manusia
(SDM)  vang  terdidik akan sngat
mempenganihi perjalanan  hidup  suaty
bangsa

Selanjutnya  reformasi  total  vamg
melanda  kehidupan bermasyarakat  dan
bernegara kita dewasa mi. telah meminia
perubahan-perubahan  vang mendasar  di
dalam scgals aspek kehidupan politik.
ckonomi, hukum, dan  pengembangan
kebudayaan Tilaar (2000:86) menyvatakan

bahwa  bentuk  penvelenggaraan  yang
pribadi maupun masyarakat, schingga
diperiukan paradigma  bar untuk
mengkondisikan  kehidupan  demokrasi.
Perubahan dan kebijakan pendidikan vang
senfralisik ke arah pendidikan yang
desentralistik  sangat  diperlukan, dalam
rangka memenuhi tuntutan masvarakat yang
semakin berkembang,

Sebagar  realisasi  dan wmiutan
masyarakal yang menginginkan  reformast
pengelolaan  sekior  publik,  kebijakan
desentralisasi pendidikan juga mempakan
suatu  keharusan  Persoalannya  dalam
implementasi pengelolaan pendidikan masih
belum memberikan hasil yang nyata dalam
peningkatan  efisienst  dan  efekfivitas
pengelolaan pendidikan Desentralisasi
pendidikan 1ermyata masih belum  mampn
meningkatkan efektivitas dalam pencapaian
program dan efisicnsi dalam pemanfaatan
dana pendidikan. Kondisi tersebut antara lain
disebabkan cleh penvusunan program tidak
berdasar pada datd akumt, kumngnya
perhatian  pemenintah  daerah  terhadap
pendidikan, sena penggunaan dana vang lebih
cenderung  digunakan untuk  kepentingan
birokrasi.

Kondisi o tergambar dari pelaksangan
desentralisasi  pendidikan vang  sudah
menginjak tahun ketips masth menghadapi
banyak persoalan Kekumngsispan pranata
sosial politik dan eckonomi mempakan
sebagian persoalan vang dihadapi Tidak
heran jika dalam pelaksanaannya hasil
desentralisasi belum seperti vang diharapkan
Ace Suryvadi, Staf Akhli Menteri Pendidikan
Nasional Bidang Desentralisasi Pendidikan
menyatakan babwa sisiem pendidikan vang
terdesentralisasi  sebenamya  memerlukan
prakondisi tertentu. Mestinya ada fase-fase
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yang dilalul, mulai dan pra-formal, formal,
baru transisional menuju ke otonomi penuh
dalam pengelolaan dan penyelenggaman
pendidikan. Akabatnyva adalah kecenderungan
desentralisas yang berjalan dengan onentasi
pada pembagian kekuasaan dan  bukan
menodai prinsip-prinsip good governance.
{Kompas, 19 September 2003)

Hal lain vang masih jugs dirasakan
belum memada: adalah manajemen guru yang
dirmsakan mempersulit upaya mobilisasi gom
dari suaty daerah ke daerah lain (Media
Indonesia, 17 MNovember 2003), Dampak
berkutnya adalah kesulitin imiuk terjadinya
pemerataan pendidikan di berbagai daerah,
Situasi terscbut menurut Indra Djati Sidi,
Dircktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, mengakibatkan kesenjangan yang
sangal mencolok dalam jumlah gure di daerah
perkotaan dan daerah yang agak terpencil,
Hal wang lmin dikemukakan Rektor
Universitas Meger Yogyakaria,
Prof Dr.Suvante, tentang kentalnya faham
kedaerahan dalam pengangkatan guru schagai
akibat darn masukmya kekuasaan
Bupati/Walikota pada sektor pendidikan yang
berdampak pada pengadaan tenaga pengajar
tanpa perhitungan proporsional dan atuan
profesionalime.  Adanva  kecenderungan
istilah putra daerah diterjemahkan sebagai
prioritas mengangkal garn  asal daerah
selempal  npa  mempertibangkan  aspek
kompetensi. Akibatnya calon guru non pulra
dacmh vang sesungguhnya lebih memenuhi
syarat komptetensi menjadi tersingkar.

Sementara itu dalam era otonomi dacrah
im yang perlu diperhatikan adalah pendanaan
dan ketentuan UU No.20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang apada pasal
49 menyatakan bahwa pemerintah pusal
maupun daerah harus mengalokasikan dam
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pendidikannva sebanyak 20% di luar gaj
pegawal dan pendidikan kedinasan Namun
demikian pada kenyataannya seperti vang
disampaikan Edy Privono, bahwa masih
tedapat pedung sekolah vang kualitasmya
rendah  terwiama  sekolah dasar Hal im
membukiikan bahwa dan sisi pendanaan
pemerintah  daerah masih terbatas  dalam
memobilisasi dana untuk sektor pendidikan,
Selanjutnya Edy juga melihat terhadap studi
vang dilakukan di 100 KabupatenKota
bahwa realisasi anggaran masih jauh dan
20% seperti vang diharapkan oleh UL No.20
Tahun 2003  tersebut. Yang dapat
dircalisasikan hanya 3,4%, dan paling tingm
hanya 10% oleh Kota Tamkan Kaltim
(Kompas, 5 Maret 2004),

Penerapan UU No. 22 Tahun 1999

Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945
(UUD 1945) menetapkan bahwa “pembagian
daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil,
dengan bentuk susunan pemenntahannya
ditetapkan dengan Undang-undang dengan
memandang dan  mengingat dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan
negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah
vang bersifat istimewa”. Dalam penjelasan
Pasal 18 UUD 1945 dikemukakan bahwa (1}
oleh karena Negarma [Indonesia itu suatu
eenheicssiont, maka Indomesia tak akan
mempunyal dacrah di dalam lingkongannya
vang bersifat Staaf juga; (2} daerah Indonesia
akan dibagi dalam daerah propinsi dan
daerah propinst akan dibagn pula dalam
daerah yang lebih kecil. (3) daerah-daerah itu
bersifat otonom  (streek dan  locale
rechigemeenschappen) atau bersifat dacrah
aturan yang akan ditetapkan dengan undang-
undang, dan (4) di daecrah-dacrah yang
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bersifat  otonom  akan  diadakan badan
perwakilan daerah, oleh karena di dacrahi-pun
pemerintahan  akan  bersendi  atas  dasar
PEITIUSYAWTATAT

Pelaksunaan  otonomi  daerah i
Indonesia oleh Made Suwandi (2002: 1)
dischutkan seperti vang tercantum dalam
UUD 1945 memiliki nilai ymstans dan nilai
desentralisasi  teritorial  Bermla  umitans
karena dalam negara Indonesia tidak akan
lerdapat pemerintaban lain, dan vang bersifat
desentralisasi teritomal divujudkan  dalam
bentuk otonomi daerah,

Sementara 1tu Ginandjar  Kartasasmita
(1996:347) menyebutkan baliwa
desentralisas pada dasamya adalah penataan
mekanisme  pengelolaan  kebijaksanaan
dengan kewenangan vang lebih  besar
diberikan kepada daerah agar penveleng-
garaan  pemenntahan  dan  pelaksanaan
pembangunan lebih efektif dan cfisien Hal
im  berarti dalam bidang pengurusan
pendelegasian  kewenangan kepada daemh
dalam hal tententu, mengalahatksn  rantai
birokmasi menjadi lehih pendek dan sederhana
sehingpa masvarakat akan lebih diumunpgkan
Dalam idang kenangan daerah elah mampu
mengeali sumber keuanganmyva sendin dan
mengpunakannya dengan bertanggung jawab
Dalam bidang politik, makvat di dacmh
mempunval  hak dan  kewajpiban  untuk
menilih sepenubinva siapa vang pantas untuk
memimpin - dacrahnmya  dan - membawakan
aspimsi daerah, serta mengawasi jalannya
pemerimahan  dan  pembangunan dacrah
Selanjutnva dalam bidang administrasi berarti
tanggung jawab administras penuh ada pada
daerah.

Penerapan UU No.22 Tahun 1999 ini
Juga telah membawa konsckuensi terhadap
seluruh bidang pemenintahan dasrah termasuk
pendidikan.  Pendidikan sebapa salah satu

bidang kewenangan wajib vang didelegasikan
kepada daerah, telah menyebabkan banyak
perubahan vang cukup berarti.  Pendidikan
tidak dapat dilepaskan dan strukior. fungsi
don peran pemenntah daerah dalam kerangka
desentralisasi daerah. Melalm desentralisasi
berbagal wrusan yang tidak diatur oleh
pemerintah pusat secam otomatis menjach
tanggung fawab pemerintah daerah dan salah
salunys adalah  “pendidikan” dan
"kebudavaan™ sepertl vang tercantum dalam
pasal 11 avat 2 UL No,22 Tahon 1999,
Sehubungan dengan kewenangan bidang
pendidikan wang diberikan Pusat kepada

Daerah tersebut, Wahab (2001:15)
menvatakan bahwa,
falam  Kerangka om maka  hares

diupayvakan agar pendidikan yang selama int
pleh  pemerintah  pusar  kurang  diber!
perhatian secara proporsional dibandinghan
dengan  polink, ekonomi dan  teknolog,
pendidikan harus ditempathkan dan dipahami
sebagal tulang  pungpung  pembangunan,
khususmya  dalam  penviapon SDM vang
herkualitas bagi pembangunan ke depan.

Dengan demikian dalam rangka peranan
SDM di masa datang sangar dianggzap penting
untok  dapat  ferus  dkot  serm dalam
pembangunan. SDM di sim tentu saga adalah
manusia-manusia sebagal aktor sentral dalam
memerankan  pembangunan  bangsa  dan
negara.

Pada umumnya disepakati bahwa faktor
manusia memainkan peran penting  dalam
pembangunan. Dalam hal ini terdapat asumsi
bahwa pembangunen manusia - memiliki
Korclasi positif terhadap pembangunan sosial
dan ekonomi dalum sebuah negara. Ini beran
bahwa semakin tnggm kealiws manusia
semakin nnggt pula kinena ekonomi vang
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mungkin dicapa. Sehubungan dengan asumsi
tersebut, Zidan (2001) menyatakan bahwa:
“humare capital formaotion (8 one of the
critical couses of ecomomic development”.
Sementara itu mia modal manusia (femar
capiral) suatu bangsa tidak hanyva ditentukan
oleh oleh jumlah populasi penduduk ataa
tenaga kena (labour intensif) ietapi sangamt
ditentukan oleh tenaga kema  imtelektual
{brain intensifl, Beberapa kajan lam juga
menyimpullan bahwa manusia merupakan
fakior determinan ik MEmacy
pembangunan  ckonomi  Berdasar  pada
berbagai hasil studi ini, pemerintah suat
negara periu  menyusun kebijakan  vang
aistematis uniuk membangun SDM-mva.

Sebhagai suatn mvestasi  perungkatan
pengetabman SDM  mutiak diperfukan  din
salah sau  mojuan dan desentralisasi sendin
adatah kemandinan daerah. Supaya dasrah it
dapal mandin tentu saja diperiukan manusia-
manusa yang handal uniuk  pembangunan
dacrah terscbut Namun demikian pada
kenvataannya tidak hanva SDM handal saja
vang diperlukan, tetapi jugs sumber dava
lamnva seperti  keuangan dan  sarana
prisarana serta unsur—unsur  kelembagaan
vang ada. Hal in: seperti vang disebutkan oleh
Kaho (2002:60) bahwa faktor vyang
mempengamhi  otonomi  daerah  adalah
terpenuhinya SDM. keuangan yang cukup,
sarana dan prasarana serta kelembagasn yang
memadai.

Desentralisasi Pendidikan

Salah satu aspek yang mengalami
perubahan sangat signifikan pada era otonomi
dzerah dan desentralisasi adalah peran dan
hubungan antara pemeriniah  pusat  dan
daerah. Bila di masa lalu pemenntah pusat
sangat berperan dalam menentukan berbagal

ol

kebijakan pendidikan nasional. maka dewasa
ini peran pemenntah pusat lebih teriokus
kepada penctapan kebijakan stmatogis vang
bersifar nasional. D fihok lain, hal-hal vang
bersifat teknis dalam pengelolaan pendidikan
ditangani oleh daerah dengan titik berat pada
tingkat Kabupaten/Kota.

Sementara im dengan diserahkannva
nrusan  pendidikan ke  daerah,  maka
diharapkan daerah akan menjadh lebih leluasa
untuk  mengatur  kewenangan  tersebut.
Meskipun demikian, desentralisasi
pendidikan ini tidak berarn  menciutkan
substansi yang bersifal primordial, yang dapat
menimbithkan sentimen kedagrahan. Dengan
kata lain, desenimahsasi pendidikan diartikan
sehagan  pelimpahan  kekuasaan  dan
wewenang dalam mengatasi permasalahan di
bidang pend.id.ikm!. namun harus  etap
mengacu pada tjuan pendidikan nasional
sebagai bagian dan upaya pencapaian T
nasional. Dalam pengertian ini, desentralisas:
pendidikan akan mendorong terciptanys
kemandirian dan rasa percayn din yang unggi
pemerintah daegah vang pada gilirannya akan
beriomba meningkatkan pelayanan
pendidikan bagi masvarakat di daemahnya
semdiri,

Berkaitan terjadinya
desentralisasi seperti  yang
dikemukakan oleh Tilaar (2000:85-86) adalah
“merupakan hal vang tidak terlepas dan
gerakan reformasi total saat ini” Peristiwa ini
merupakan  suatn  gerakan  global  yakni
proses desentralizasi  adalah  merupakan
konsckuenst  langsung dam  tuntutan
masyarakat untuk hidup lebih demokrats dan
mengakut  hak-hak manosia.  Selanjutnya
Tilaar (2000:87) mengutarakan bahwa,

Gelombang demokratisasi mempunyai
konsekuensi lebih lanjut dalam desentralisasi

dengan
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penyelenggaraan  pendidikan.  Meskipun
desentralisasi pendidikan bukaniah
merupikan sustu yang modah dilaksanakan
namun’ demikian scjalan  dengan arus
demokratisasi di dalam kehidupan manusia.
Dengan demikian desentralisasi pendidikan
akan memberikan efek terhadap kurikulum,
efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya
pendidikan, pemerataan

Selanjutnya dikatakan pula oleh Tilaar
(2000:86) bahwa “desentralisasi pendidikan
mi tidak seria merta akan meningkatkan
pendidikan, bahkan ada kemungkinan hal ini
Justru akan memperlebar jurang antara si
k.aja dengan 51 miskin®, Atau desentralisasi
ini hanya akan memindahkan borok
pendidikan pusat ke daembh  Walaupun
demikian pelaksanaan desentralisasi ini perho
diikuti dengan berbagai perbaikan di bidang
yang terkait, seperti yang diutarakan Edward
B. Fiske (Tilaar, 200088) bahwa,
‘Decentralization is necessary but nof
sifficient  to  improwe  the gquality of
educainon’,

Sementara it fentang  penerapan
descotralisasi pendidikan disampaikan aleh
Fasli Jalal dan Dedi Supnadi (2001:129)
balwa,

Semangat penerapan  desentralisasi
pendidikan tidak terlepas dari keberhasilan
perluasan akses pendidikan Sekolah Dasar
(SD) atau Madarasah Thudaivah (MI) di
dacrah-daerah. serta tekad pemenntah unmuk
membelajarkan masyarakai sekurang-
kurangnva sampai jenjang SLTP melalui
program Waijib Belajar Pendidikan Dasar 9
tabwan.

Perluasan akses pendidikan tersebul
akan memberikan kescmpatan bagi  selurul
masyarakat Indonesia untuk dapat mengenyam
pendidikan  dalam rmangka menmgkatkan

kualitas SDM-nva. Hal ini sangat disadari
mengingal kebutuhan akan SDM yang handal
pada saat ini sanpgat diperlukan. tenstama di
negara berkembang seperti di Indonesia

Penutup

Terjadi perubahan kewenangan bidang
pendidikan setelah diberlakukannya
kebijakan desentralisasi. Kewenangan bidang
pendidikan mmltm kewenangan wajib
bagi daerah dalam UU No.22
Tahun 1999, Meskipun pada dasarmya semua
kewenangan tlermasuk bidang  pendidikan
merupakan kewenangan daerah kecuali vang
ditetapkan dalam UU Np.22/1999 dan PP
2572000, kebijakan desentralisasi tclah
peninghkatan
Sementara 7w, kebijakan
desentralisasi ielah memperbesar  struktur
kelembagaan Dinas dan  menghilangkan
kelembagaan pusat d&i daerah. Hal ind
dibuktikan dengan diintegrasikannya antara
Kandepdikbud dengan Dinas P dan K
Kabupaten/Kota  Penggabungan  tersebut
secara mikro seolah-olah terjadi mefisiensi
dengan  adanya pembesaran  struktur
kelembagaan, namun sscars mikro justru
lenadi efisiensi Nasional Hal im  juga
berpengaruh terhadap SDM di dalamnva
Selanjutnyz pada sisi keuangan kebijakan
desentralisasi  telah  meningkatkan peran
dacrah dan mengurangi peran pusat dalam
pembiayaan scktor pendidikan dan perubahan
orientasi alokasi anggaran. Begriu juga halnya
dengan sirana dan prasarana, baik vang sudah
ada maupun yang akan dibangun diupayakan
untuk terus dittngkatkan kualiasnya
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